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ABSTRAK

Kepadatan kendaraan di jalan raya dan tingkat kemacetan yang tinggi, membuat
masyarakat khususnya di perkotaan mencari alternatif transportasi umum untuk
berkegiatan sehari-hari. Go-Jek dinilai menjadi solusi sebagai alternatif
transportasi umum bagi masyarakat. Penggunaan sepeda motor sebagai alat
angkutan umum dinilai efektif dan efisien bagi masyarakat untuk melewati
padatnya lalu lintas jalan. Akan tetapi, bagaimana jika dalam penggunaan sepeda
motor sebagai alat angkutan umum tersebut mengalami kelebihan muatan?

Untuk mengkaji permasalahan diatas maka metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, Peraturan Perundang-Undangan
tidak mengatur batasan beban angkut sepeda motor karna dinilai tidak layak
dijadikan sebagai alat angkutan umum. Akan tetapi, pengaturan mengenai batasan
beban angkut maksimum dapat mengacu pada substansi yang terdapat dalam
Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor. Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor
merupakan suatu Norma Hukum Umum-Konkret dan daya mengikatnya adalah
mengatur (Regelendrecht). Apabila dalam pelaksanaanya terjadi kerugian
terhadap Penumpang akibat kecelakaan yang didasari karena kelebihan beban
angkut maka Pengemudi sebagai pihak Pengangkut wajib bertanggung jawab atas
kerugian yang dialami Penumpang berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.

Kata Kunci: Transportasi Umum, Beban Angkut, Go-Jek, Buku Pedoman
Pemilik Sepeda Motor, Angkutan Umum.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia terus melaksanakan
pembangunan dalam berbagai bidang. Pembangunan yang dilaksanakan
merupakan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan tersebut
selaras dengan apa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, sebagai salah satu tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia
yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu bidang yang mendapatkan
tempat dalam pembangunan adalah bidang transportasi atau pengangkutan.

Pengangkutan atau biasa juga disebut dengan transportasi merupakan salah
satu bidang kegiatan yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat,
terutama dalam bidang ekonomi. Dewasa ini proses pengangkutan memiliki
tujuan untuk membantu manusia dalam bermobilitas dengan cepat, fleksibel, dan
efisien. Pengangkutan didefinisikan sebagai perjanjian yang bersifat timbal balik
yang terjadi antara pengangkut dan pengirim sebagai para pihaknya. Pihak dalam
perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim dan/atau penumpang.
Pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang
dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan yang telah ditentukan dengan
selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang Angkutan.
Proses pengangkutan itu sendiri merupakan gerak orang dan/atau barang dari
tempat asal orang dan/atau barang yang diangkut ke tempat tujuan dimana
Angkutan itu diakhiri. Terkait dengan pengangkutan terdapat beberapa unsur
dasar, yaitu sebagai berikut :

a. Ada pengangkut

b. Ada pengirim dan/atau penumpang

c. Ada sesuatu yang diangkut

d. Tersedianya kendaraan sebagai alat Angkut

! Farida Hasyim, 2009, Hukum Dagang, Jakarta: Sinar Grafika, him. 67.



e. Ada tempat yang dapat dilalui alat Angkut

f. Ada tempat asal dan tujuan sesuatu yang diangkut tersebut.

Bila melihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan negara
kepulauan, sehingga peranan pengangkutan penumpang maupun pengangkutan
barang sangat penting.” Keadaan Indonesia yang merupakan negara kepulauan,
memungkinkan pengangkutan dilakukan dengan berbagai cara. Kegiatan
pengangkutan tersebut dapat dilakukan melalui darat, laut, dan udara. Hal ini
dilakukan agar kegiatan pengangkutan tersebut dapat menjangkau seluruh wilayah
Indonesia dengan baik.

Kebutuhan atas pengangkutan tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat,
terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan
populasi penduduk di dalam perkotaan selalu menunjukan kenaikan yang
signifikan setiap tahunnya. Dengan adanya pertumbuhan populasi penduduk
tersebut maka akan diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang
digunakan sebagai alat transportasi, dalam hal ini transportasi darat
(pengangkutan melalui darat). Oleh karena itu, masyarakat memerlukan
transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat
ketempat yang lain serta untuk menunjang pertumbuhan di bidang ekonomi dalam
perdagangan dengan menggunakan kendaraan.® Transportasi merupakan bagian
dari hukum lalu lintas dan angkutan juga termasuk ke dalam bidang pelayanan
jasa ekonomis, sesuai dengan sifatnya yaitu memindahkan barang dari tempat asal
ke tempat lain.* Akan tetapi, Pemerintah dinilai belum mampu untuk memberikan
masyarakat moda transportasi umum yang memadai. Dengan keinginan dan
kebutuhan masyarakat untuk menggunakan transportasi sulit untuk terealisasi,
maka hal ini menyebabkan masyarakat yang dalam hal ini adalah Penumpang
berusaha memilih alternatif angkutan umum lainnya yang dirasa lebih nyaman,

efektif , dan efisien.

2 R. Djatmiko D.,1996, Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Bandung: Penerbit
Angkasa, him. 112.

¥ Abbas Salim, 2000, Manajemen Transportasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, him. 45.

* Soegijatna Tjakranegara, 1995, Hukum Pegangkutan Barang dan Penumpang, Jakarta: Rineka
Cipta, him. 3.



Kemajuan dalam bidang transportasi darat khususnya roda dua adalah Go-
Jek yang berada dalam naungan PT. Go-Jek Indonesia. Melihat pada website
resmi PT. Go-Jek Indonesia, Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa
sosial yang bertujuan untuk memimpin revolusi industri transportasi Ojek.> Maka
berdasarkan definisi tersebut maka PT. Go-Jek Indonesia dapat dikatakan sebagai
perusahaan angkutan umum. Pengertian Ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan
Mohammad Zain adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum
tuntuk memboncengi penumpang ke tempat tujuannya.’ Dalam menjalankan
usahanya, Go-Jek menjalin hubungan kemitraan dengan para pengendara Ojek.
Go-Jek akhir-akhir ini banyak digemari oleh masyarakat karena dinilai memiliki
banyak keunggulan dibandingkan dengan Ojek. Keunggulan tersebut dinilai jauh
lebih efektif dan efisien, hal ini dikarenakan Go-Jek telah terintregasi dengan
aplikasi yang terdapat dalam Smartphone. Berbeda dengan Go-Jek, Ojek tidak
terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Smartphone dan juga bergerak atas
kemauan pribadi si Pengemudi.

Go-Jek selain melayani jasa angkutan orang menggunakan sepeda motor
juga melayani dengan menggunakan mobil, melayani juga jasa angkutan barang
menggunakan sepeda motor dan mobil barang, bahkan menyediakan jasa layanan
pesan antar makanan, belanjaan dari toko-toko, obat-obatan sampai dengan
layanan pembelian tiket untuk acara hiburan dan bioskop. Sehingga dapat
diketahui bahwa dalam penyediaan jasa yang dilakukan Go-Jek terdapat 8
(delapan) layanan yang disediakan, yaitu:’

1. Go-Ride, untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan

sepeda motor.
2. Go-Car, untuk pelayanan angkutan orang denga menggunakan mobil.
3. Go-Food, untuk pelayanan pesan antar makanan.

® Dikutip dari https://www.go-jek.com/faq.php, diakses pada 21 September 2017 pukul 19.02
WIB, Tentang Definisi Gojek.

® Mohammad Zein Sutan dan J.S Badudu, 1994, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:
Intergraphic, him. 48.

" Dikutip dari https://driver.go-jek.com/hc/id/articles/115007596807-Jenis-Jenis-Layanan-GO-
JEK, diakses pada 15 Juni 2017 pukul 17.28 WIB, Tentang Jenis-Jenis Layanan Gojek.



4. Go-Send, untuk pelayanan angkutan barang menggunakan sepeda
motor.
5. Go-Box, untuk pelayanan angkutan barang dengan dimensi besar
menggunakan mobil box.
6. Go-Mart, untuk pelayanan pesan antar belanjaan dari berbagai macam
toko yang ada di aplikasi.
7. Go-Med, untuk pelayanan pesan antar obat-obatan medik.
8. Go-Tix, untuk pelayanan mobile-ticketing acara hiburan dan tiket
bioskop.
Dengan layanan yang disediakan oleh PT. Go-Jek Indonesia tersebut
memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan yang diperlukan di tengah

keadaan perkotaan yang seringkali mengalami kemacetan.

Fokus penelitian ini ada pada 2 (dua) produk layanan PT. Go-Jek
Indonesia, yaitu layanan Go-Ride dan Go-Send. Go-Ride adalah layanan
transportasi sepeda motor yang dapat mengangkut anda (Penumpang) ke berbagai
tempat dengan lebih mudah dan lebih cepat.® Go-Ride pada pelaksanaanya
melayani jasa transportasi pengangkutan orang dengan batasan maksimum jarak
25km dalam kota. Adapun tata cara penggunaan layanan ini, adalah sebagai
berikut:®

1. Pilih layanan Go-Ride

2. Masukan lokasi penjemputan. Anda dapat mengubah lokasi
penjemputan dengan menggerakan pin pada peta. Anda juga dapat
menambahkan catatan detail lokasi penjemputan dengan menekan
simbol pensil yang ada di sebelah layar Smartphone anda.

3. Masukan lokasi tujuan. Anda dapat mengubah lokasi tujuan dengan

menggerakan pin pada peta. Anda juga dapat menambahkan catatan

® Dikutip dari https://www.go-jek.com/go-ride/, diakses pada 11 Juni 2017 pukul 15.15 WIB,
Tentang Definisi Produk Layanan Go-Ride.

% Dikutip dari https://www.go-jek.com/fag/layanan/go-ride/#bagaimana-cara-melakukan-
pemesanan-go-ride, pada 11 Juni 2017 pukul 15.20 WIB, Tentang Bagaimana Cara Melakukan
Pemesanan Go-Ride.



detil lokasi tujuan dengan menekan simbol pensil yang ada di sebelah
layar Smartphone anda.

4. Pilih metode pembayaran.

5. Tekan ”Pesan Go-Ride” untuk mencari Driver.

6. Apabila anda sudah mendapatkan Driver, anda dapat melihat lokasi

Driver dan juga dapat menghubunginya via SMS maupun telepon.

Pengaturan mengenai penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi
umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yaitu dalam Pasal 47 Ayat (2), Pasal 47 Ayat (3), Pasal 138
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 47 Ayat (2) :

“Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
dikelompokan berdasarkan jenis:

a. Sepeda Motor;

b. Mobil Penumpang;
c. Mobil Bus;

d. Mobil Barang;

e. Kendaraan Khusus.”

Pasal 47 Ayat (3) :

“Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b,
¢, dan d dikelompokan berdasarkan fungsi:

a. Kendaraan Bermotor Perseorangan;

b. Kendaraan Bermotor Umum.”

Pasal 138 Ayat (2) :

“Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan
Kendaraan Bermotor Umum”

Berdasarkan uraian dari Pasal-Pasal di atas, sepeda motor tidak termasuk
kedalam jenis Kendaraan Bermotor Umum yang berarti sepeda motor tidak
diperbolehkah melakukan Jasa Angkutan Umum. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor

tidak direkomendasikan sebagai Angkutan Umum. Direktorat Jenderal



Perhubungan Darat menyatakan dalam website resminya bahwa realitas adanya
kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan Jasa Angkutan Umum yang layak
telah diisi oleh Ojek dan beberapa waktu terakhir oleh layanan transportasi yang
terintegrasi dengan aplikasi Smarthpone seperti Go-Jek. Layanan transportasi
yang terintegrasi dengan aplikasi Smartphone tersebut dapat beroperasi sampai
dengan transportasi umum tersedia dengan layak. Berdasarkan pernyataan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan,
bahwa penggunaan sepeda motor sebagai alat Angkutan Umum meskipun tidak
diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan tetap diperbolehkan sampai dengan Pemerintah dapat
menyediakan transportasi umum dengan layak, namun pengaturan mengenai hal
tersebut menjadikan penggunaan sepeda motor sebagai Angkutan umum tidak

memiliki dasar hukum yang pasti.

Produk layanan yang selanjutnya yaitu Go-send adalah produk layanan
kurir instan untuk Kirim barang dan/atau dokumen dengan cepat tanpa batasan
jarak untuk pengiriman dalam satu area.’® Kurir instan merupakan istilah yang
berasal dari kata “Kurir” dan “Instan”. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
“Kurir” adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.™
Sedangkan kata “Instan” biasa diartikan sebagai suatu hal yang terjadi dengan
cepat. Maka dari itu, dalam hal pelayanan PT. Go-Jek Indonesia, kurir instan
merupakan seorang utusan dari perusahaan yang menyampaikan suatu hal yang
penting (barang dan/atau dokumen) kepada konsumen dengan cepat. Adapun tata

cara penggunaan layanan ini adalah sebagai berikut:

1. Pilih layanan Go-send pada aplikasi yang tersedia pada Smartphone
2. Tentukan lokasi penjemputan dan tujuan pengantaran barang yang

akan dikirim

0 Dikutip dari https://www.go-jek.com/go-send/, diakses pada 17 Juni 2017 pukul 21.19 WIB,
Tentang Definisi Produk Layanan Go-Send.

! Dikutip dari http://kbbi.web.id/kurir, Definisi Kurir, diakses pada 17 Juni 2017 pukul 20.57
WIB , Tentang Definisi Kurir.



3. Masukan detil pengiriman dengan mengisikan informasi barang dan
cantuman detil kontak, selanjutnya pilih metode pembayaran

4. Sistem aplikasi akan mencari Driver untuk mengantarkan barang
Kiriman

5. Pastikan Driver yang menerima barang kiriman telah sesuai dengan
yang ditampilkan dalam sistem aplikasi

6. Barang dikirim

Proses pengiriman dengan menggunakan produk layanan Go-send
merupakan pengiriman barang dan/atau dokumen dengan menggunakan sepeda
motor. Hal ini dikarenakan produk layanan tersebut dapat dikatakan sebagai salah
satu produk turunan dari produk lainnya, yaitu Go-Ride. Pada dasarnya seorang
Driver setelah menyelesaikan pelayanan terhadap konsumen dalam produk
layanan Go-Ride yang kemudian mendapatkan permintaan dari konsumen lain
untuk mengirimkan barang dan/atau dokumen, maka secara otomatis Driver

tersebut melaksanakan pelayanan dalam produk layanan Go-Send.

Dengan metode pengiriman barang dan/atau dokumen dengan
menggunakan sepeda motor tentu sangat menguntungkan bagi Pengirim. Hal ini
dikarenakan ditengah kemacetan dan kepadatan kendaraan dalam perkotaan
membuat penggunaan sepeda motor dapat lebih cepat sampai tempat tujuan jika
dibandingkan dengan kendaraan bermotor lainnya. PT. Go-Jek Indonesia telah
membuat peraturan mengenai syarat barang dan/atau dokumen yang dapat

diangkut menggunakan layanan Go-Send, yaitu :*?
1. Dimensi 70 cm x 50 cm x 50 m
2. Bukan barang pecah belah
3. Tidak mudah hancur

4. Bukan hewan

12 Dikutip dari https://www.go-jek.com/fag/layanan/go-send/#bagaimana-cara-melakukan-
pemesanan-go-send, pada 24 Juni 2017 pukul 02.52 WIB, Tentang Bagaimana Cara Melakukan
Pemesanan Go-Send.



5. Tidak termasuk dalam Barang Terlarang (Narkoba)
6. Berat maksimal 20kg

Layanan pengangkutan barang selain daripada Go-Send juga terdapat Go-
Box. Berbeda dengan layanan Go-Send, Go-Box merupakan jenis layanan
pengangkutan yang mengangkut barang dengan dimensi lebih besar. Go-Box
dalam pelaksanaanya menggunakan kendaraan dengan bagian yang khusus untuk
menyimpan barang atau biasa disebut dengan mobil box sedangkan Go-Send
dalam pelaksanaanya menggunakan sepeda motor. Definisi sepeda motor diatur
dalam Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, yang isinya adalah sebagai berikut :

“Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-
rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda

tiga tanpa rumah-rumah.”

Dibalik inovasi yang dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia serta
kemudahan yang mereka tawarkan dalam produk layanan Go-Send memunculkan
pertanyaan mengenai jenis kendaraan yang digunakan, khususnya sepeda motor.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
pengangkutan barang menggunakan Kendaraan Bermotor Pasal 137 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

menjelaskan:

“Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil

barang”

Pasal tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pengangkutan barang
dengan kendaraan bermotor boleh memakai kendaraan lain atau tidak. Maka
berdasarkan isi Pasal tersebut tentu dapat diketahui dalam hal pengangkutan
barang menggunakan kendaraan bermotor harus menggunakan mobil barang

bukan mengunakan sepeda motor atau jenis kendaraan bermotor lainnya.



Berbeda dengan peraturan pelaksanaanya, yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Pengangkutan barang dengan
menggunakan kendaraan bermotor dan khusus untuk sepeda motor, diatur dalam

Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) yang isinya adalah sebagai berikut:
Pasal 10 Ayat (1) :

“Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib menggunakan Mobil Barang.”

Pasal 10 Ayat (2) :

“Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil

Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor.”

Berdasarkan isi kedua Pasal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa
pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor diwajibkan
menggunakan mobil barang, akan tetapi dalam Ayat selanjutnya dijelaskan
apabila memenuhi persyaratan teknis maka pengangkutan barang dengan
menggunakan kendaraan bermotor dapat menggunakan sepeda motor. Persyaratan
teknis mengenai pengangkutan barang dengan sepeda motor diatur dalam Pasal 10
Ayat (4) yang isinya adalah sebagai berikut:

“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor
meliputi :

a. Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;

b. Tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari

atas tempat duduk pengemudi; dan
c. Barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.”

Berdasarkan uraian Pasal Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
pengangkutan barang tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaannya,
jenis kendaraan bermotor yang seharusnya dijadikan alat Angkut adalah mobil

barang. Akan tetapi, demi memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini maka



pemerintah memperluas jenis kendaraan bermotor yang dapat dijadikan alat
Angkutan Barang. Di dalam penelitian ini memfokuskan pada jenis kendaraan
yang digunakan sebagai alat Angkut Barang khususnya penggunaan jenis
kendaraan bermotor sepeda motor. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan
layanan Go-Send, jenis Kendaraan Bermotor yang digunakan adalah Sepeda
Motor.

Selanjutnya, penggunaan sepeda motor sebagai alat Angkut dalam layanan
Go-Ride dan Go-Send tentu harus memperhatikan beberapa faktor demi
terjaganya keselamatan barang yang diangkut dan pengemudi. Salah satu faktor
penting yang harus dipertimbangkan dalam hal ini adalah Beban Angkut
Maksimal yang dapat diangkut oleh sepeda motor yang digunakan, sepeda motor
rata-rata memiliki kemampuan Daya Angkut Beban antara 100-175kg."* Jenis
sepeda motor yang banyak digunakan oleh Driver Go-Jek adalah sepeda motor
tipe Skuter dengan transmisi matik atau biasa disebut Skuter Matik (skutik).
Pengaturan mengenai daya angkut beban hanya terdapat pada Buku Pedoman
Pemilik Sepeda Motor yang didapat bersamaan pada saat pembelian sepeda
motor. Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor tersebut berisi berbagai macam
informasi mengenai sepeda motor tersebut, yang isinya antara lain adalah sebagai
berikut:

1. Informasi fitur

2. Informasi spesifikasi kendaraan

3. Informasi keselamatan

4. Teknis pengaturan fitur sepeda motor
5. Informasi spare parts

Daya angkut beban tersebut tergantung pada ukuran skutik yang
digunakan, ukuran skutik yang biasa digunakan adalah skutik dengan ukuran kecil

" Dikutip dari http://www.viva.co.id/otomotif/tips-dan-trik/864676-komponen-motor-yang-
mudah-rusak-sering-bawa-beban-berat, diakses pada 24 Juni 2017 pukul 03.21 WIB, Tentang
Komponen Motor yang Mudah Rusak Apabila Membawa Beban Berat.
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sampai dengan ukuran sedang. Berikut adalah data spesifikasi beban maksimum
dari sepeda motor jenis skutik yang banyak digunakan oleh Driver Go-Jek, yaitu:

SEPEDA MOTOR BEBAN ANGKUT
MAKSIMUM
Honda Scoopy PGM-Fi 117 Kg
Honda Vario Techno PGM-Fi 122 Kg
Honda Beat PGM-Fi 122 Kg
Honda Beat POP PGM-Fi 122 Kg
Yamaha Fino 150 Kg
Yamaha Mio 150 Kg
Tabel 1."

Beban Angkut Maksimum yang dapat ditanggung oleh sepeda motor
tersebut merupakan akumulasi dari beban Pengemudi dan beban dari Penumpang
dan/atau barang yang diangkut oleh sepeda motor. Beban Angkut tersebut
berpengaruh penting terhadap keselamatan Pengemudi, Penumpang, serta barang
yang dibawa dalam perjalan menuju tempat tujuan. Salah satu bagian yang
dipengaruhi oleh daya angkut tersebut antara lain:

1. Kekuatan rangka (Chasis)
2. Pengereman
3. Konsumsi bahan bakar

4. Pengendalian kemudi

Kemudian, muncul permasalahan dalam pelaksanaan kedua produk
tersebut. Permasalahan ini timbul dari beban yang diangkut baik beban Driver,
beban Penumpang maupun beban barang. Pelaksanaan produk layanan Go-Ride.
Mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ada, pengangkutan orang
dalam konteks angkutan umum penumpang pada dasarnya tidak diperbolehkan

! Dikutip dari Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor dari masing-masing produsen sepeda motor.
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menggunakan sepeda motor. Akan tetapi, demi memenuhi kebutuhan masyarakat
akan moda transportasi yang efektif dan efisien maka Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat memperbolehkan meskipun tidak merekomendasikan
penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum Penumpang. Berdasarkan
pernyataan tersebut maka produk layanan Go-Ride dapat berjalan. Tetapi, dalam
pelaksanaan produk layanan tersebut memunculkan permasalahan mengenai
beban angkut maksimum yang dapat ditanggung oleh sepeda motor. Variasi berat
badan Penumpang dan Driver menjadi perhatian utama di dalam penulisan ini.
Hal ini dikarenakan apabila Driver dengan berat badan 75kg mengangkut
Penumpang dengan berat badan 75kg juga, yang bila dijumlahkan maka menjadi
150kg tentu akan melampaui beberapa batasan beban angkut maksimum jenis
sepeda motor tertentu, seperti Honda Scoopy, Honda Vario Techno yang hanya
memiliki Beban Angkut Maksimum 100kg-122kg. Berbeda halnya apabila Driver
tersebut menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio yang memiliki beban

angkut maksimum 150kg.

Pelaksanaan produk layanan kurir instan Go-Send. Melihat dari konteks
pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor maka dapat
diketahui bahwa pelaksanaan produk layanan tersebut mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah
tersebut mengatur sebatas dimensi dari barang dan penempatan barang tersebut
akan tetapi, tidak mengatur mengenai batasan dari beban yang diangkut dengan
menggunakan sepeda motor. Melihat adanya kekosongan mengenai pengaturan
batasan beban angkut tersebut, PT. Go-Jek Indonesia kemudian membuat
persyaratan tentang Kriteria dari barang yang dapat diangkut. Peraturan tersebut
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan dengan menambahkan batas maksimum dari beban yang dapat diangkut jika
akan menggunakan produk layanan kurir instan Go-Send. Meskipun PT. Go-Jek
Indonesia dalam persyaratannya mengatur lebih spesifik sampai dengan batas
beban yang dapat diangkut, tetapi persyaratan tersebut dapat memungkinkan
melampaui batas maksimum beban yang dapat diangkut berdasarkan Buku

Pedoman Pemilik Sepeda Motor yang dikeluarkan oleh Produsen sepeda motor.
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Seperti contoh, apabila dalam pelaksanaanya Driver tersebut memiliki berat badan
97kg dan membawa tas dengan beban 3kg kemudian menggunakan sepeda motor
jenis Honda Scoopy PGM-Fi dan mengangkut barang dengan beban 20kg. Jika
dijumlahkan maka total keseluruhan dari beban yang diangkut oleh sepeda motor
tersebut adalah 120kg, tentu saja beban tersebut melebihi dari batasan beban
angkut maksimum yang dapat ditanggung oleh sepeda motor tersebut. Berbeda
jika Driver menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario Techno yang memiliki
beban angkut maksimum 122kg, maka batasan beban angkut maksimum tersebut

tidak terlanggar.

Kemudian mengenai kedudukan Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor
dalam pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia. Bila
melihat pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia,
pengangkutan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2014 tentang Angkutan Jalan, seperti yang kita ketahui pada penjelasan
sebelumnya bahwa Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor merupakan salah satu
buku yang memuat informasi penting dalam penggunaan sepeda motor tersebut.
Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor isinya antara lain menjelaskan mengenai
beban angkut maksimum. Akan tetapi, aturan mengenai beban angkut maksimum
tersebut dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan PT. Go-Jek Indonesia
terkesan tersingkirkan. Hal ini menjadikan Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor
yang dikeluarkan oleh Produsen sepeda motor tidak memiliki kedudukan yang

pasti dalam pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan produk layanan kurir instan Go-Send
beban dan dimensi serta penempatan barang telah diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan yang ada serta didukung dengan Peraturan yang dikeluarkan
oleh PT. Go-Jek Indonesia itu sendiri. Kemudian dalam produk layanan Go-Ride,
pengaturan mengenai beban angkut maksimum tidak diatur secara jelas baik itu
dalam Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan PT. Go-Jek Indonesia.
Meskipun begitu, dalam pelaksanaan produk layanan kurir instan Go-Send tetap

terbuka kemungkinan adanya pelanggaran atas aturan yang ada di dalam Buku
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Pedoman Pemilik Sepeda Motor, hal ini berlaku juga pada produk layanan Go-
Ride. Dalam produk layanan Go-Ride tidak ada standar yang mengharuskan PT.
Go-Jek Indonesia serta para Driver untuk mengetahui atau melakukan
penimbangan berat. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan permasalahan
dikemudian hari mengenai siapa dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas
kerugian yang dialami para pihak, khususnya penumpang sebagai konsumen

pemakai jasa.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka
menarik untuk dikaji aspek hukum pengangkutan yang timbul dari keberadaan
Go-Jek ini, untuk itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan

bentuk laporan ilmiah.
1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan
tersebut dirumuskan kedalam bentuk rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan apa yang berlaku berkaitan
dengan beban angkut sepeda motor dalam kegiatan pengangkutan yang
dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia?

2. Bagaimana daya mengikat dari Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor
dalam kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh Go-Jek?

3. Bagaimana pertanggungjawaban pengangkutan apabila dalam
pelaksanaan produk layanan Go-Ride dan Go-Send berdasarkan syarat
dan ketentuan yang dikeluarkan oleh PT. Go-Jek Indonesia serta
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
telah terpenuhi, tetapi orang dan/atau barang yang diangkut melebihi
batasan beban maksimum daya angkut sepeda motor yang ditetapkan

dalam Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor?
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1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mejawab ketentuan Peraturan Perundang-undangan mana Yyang
diberlakukan berkaitan dengan beban angkut sepeda motor dalam kegiatan
pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia.

2. Untuk menjawab daya mengikat dari Buku Pedoman Pemilik Sepeda Motor
dalam kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh Go-Jek.

3. Untuk menjawab mengenai bentuk pertanggung jawaban para pihak apabila
terjadi kecelakaan dan menyebabkan kerugian pada Driver, Penumpang
dan/atau barang yang diangkut akibat beban yang diangkut baik itu beban
Penumpang dan/atau barang tersebut melebihi batasan maksimum beban yang

dapat diangkut oleh Sepeda Motor yang digunakan.

1.4. Metode Penelitian

Untuk meneliti permasalahan hukum yang di kaji, metode yang digunakan
adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif.™> Metode ini dipilih karena hal-hal yang akan diteliti
berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa cara pendekatan, dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif mendapatkan informasi dari berbagai
aspek mengenai permasalahan hukum yang sedang dicoba untuk dicari
jawabannya.'® Maka dari itu, penelitian dengan metode yuridis normatif menjadi
metode penelitian yang tepat untuk digunakan, hal ini dikarenakan penelitian ini
membahas beberapa aturan-aturan tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan,
dengan memperhatikan beberapa peraturan dalam bentuk keputusan lainnya yang

berkaitan. Bahan hukum yang digunakan antara lain :

'> Johnny lbrahim, 2013, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia
Publishing, him. 295.

18 peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Pranada Media Group,
him. 133.
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1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang sifatnya mengikat,
mencakup Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
Tentang Angkutan Jalan.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan
pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli
hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal terkait, makalah ilmiah, artikel,
dan berita.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, encyclopedia,
dan lain-lain.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta dukungan
dari berbagai bahan hukum di atas, maka penelitian ini menggunakan bentuk
analisis deskriptif. Dengan cara analisis deskriptif ini maka diperlukan pendekatan
terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dimaksud adalah pendekatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini lebih menekankan pada
penelaahan yang lebih mendalam atas ketentuan-ketentuan tertulis yang terdapat

di dalam sebuah peraturan perundang-undangan.*’

1.5. Sistematika Penulisan
Di dalam penulisam hukum ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab. Antara
bab | (satu) dengan yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling

berkaitan. Isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab | menguraikan latar belakang dipilihnya judul skripsi ini, identifikasi

permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Y Ibid, him. 142.
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Bab 11 membahas teori tentang hukum pengangkutan dan angkutan umum
yang dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia dalam pengangkutan pada produk

layanan Go-Ride dan Go-Send dari literatur yang terkait.

Bab 11l membahas mengenai daya mengikat dari Buku Pedoman Pemilik
Sepeda Motor sebagai sebuah buku pedoman dalam kegiatan pengangkutan yang
dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia.

Bab IV membahas mengenai keberlakuan Buku Pedoman Pemilik Sepeda

Motor dalam kegiatan pengangkutan.

Bab V memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap
permasalahan yang dibahas.
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